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Abstract— ImplementingAgile Governance in Regional Government Organization (RGO) is crucial for
improving the efficiency and effectiveness of public services. However, its implementation still faces various
challenges such as rigid and slow bureaucracy, lack of cross-functional collaboration, suboptimal utilization
of digital technology, and human resources who are not accustomed to Agile work patterns. This research is
designed to develop implementation strategies forAgile Governance at Regional Government Organization
(RGO). The aimis to accelerate the transformation towards a more Agile Governance in Regional Government
Organization (RGO). The research methodology adoptsthe MEAD (Macroergonomics Analysis and Design)
macroergonomics approach that integrates human factors, technology, and work organization. In evaluating
the current conditions and the importance of performance indicators, a survey was conducted using a
questionnaire validated by the Content Validity Index (CVI) and analyzed using Importance-Performance
Analysis (IPA). The first priority results will be used to design strategies and Key Performance Indicators for
each of the proposed strategies. The research findings indicate a gap between the current conditions and the
importance levels of Agile Governance performance aspects. IPA identified several priority areas that require
improvement, including career development and training, risk management, transparency, job suitability,
adequacy of work facilities and employee welfare. Based on these findings, strategies and Key Performance
Indicators (KPIs) were formulated to enhance the implementation of Agile Governance in Regional
Government Organization (RGO).

Keywords— Agile Governance; Macro Ergonomics, Key Performance Indicator

Abstrak— ImplementasiAgile Governance pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadipentinguntuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Namun, penerapannya masih menghadapiberbagai
tantangan seperti birokrasi yang kaku dan lambat, kurangnya kolaborasilintas fungsi, pemanfaatan teknologi
digital yangbelum optimal, serta sumberdaya manusia yangbelum terbiasa denganpola kerja Agile. Penelitian
ini dilakukan untuk merancang strategi implementasidgile Governance pada Organisasi Perangkat Daerah
(OPD). Tujuannya adalah mempercepattransformasi menuju tata kelola yang lebih Agile pada Organisasi
Perangkat Daerah. Metodologi penelitian mengadopsi pendekatan ergonomi makro, Macroergonomics
Analysis and Design (MEAD) yang mengintegrasikan antara faktor manusia, teknologi dan organisasi kerja.
Dalam evaluasi kondisi saat ini dan kepentingan aspek kinerja dilakukan survei dengan kuesioner yang
divalidasi menggunakan Content Validity Index (CVI) dan dianalisis menggunakan Importance-Performance
Analysis (IPA). Hasil prioritas utama menjadi fokus perancanganstrategi dan Key Performance Indikator (KPI)
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untuk masing-masing strategi yang dirancang. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara
kondisi saatinidan tingkat kepentingan aspek-aspekkinerja Agile Governance.IPA mengidentifikasibeberapa
area prioritas yang memerlukan perbaikan, termasuk pengembangan karir dan pelatihan, pengelolaan risiko,
transparansi, kesesuaian jabatan, dan kelengkapan sarana kerja, dan kesejahteraan karyawan. Berdasarkan
temuan tersebut, dirumuskan strategi dan Key Performance Indicators (KPI) untuk meningkatkan
implementasi Agile Governance pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Katakunci— Agile Governance; Ergonomi Makro, Key Performance Indicator

1. PENDAHULUAN

Revolusi Industri 4.0 telah mengubah secara
signifikan dinamika organisasi publik dan swasta.
Pemerintahan daerah sebagai bagian dari entitas
publik perlu beradaptasidengan tuntutan perubahan
yangcepatdan lingkungan yangsemakin kompleks
serta tidak pasti. Dalam menghadapi era VUCA
(volatility, uncertainty, complexity, ambiguity),
pemerintahan dituntut untuk lebih tangkas dalam
merespons kebutuhan masyarakat, serta mampu
memberikan pelayanan yang cepat dan efektif [1].
Salah satu pendekatan yang muncul sebagai solusi
untuk mengatasi tantangan ini adalah Agile
Governance, yaitu pendekatan tata kelolh
pemerintahan yanggesit dan adaptif, dengan fokus
pada peningkatan kinerja, efisiensi, serta pelayanan
publik yanglebih baik [2]. Namun, penerapannyadi
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya
pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Sumatera Barat, masih menghadapi berbagai
permasalahanriil. OPD ini memiliki peran penting
dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan
industri dan perdagangan daerah, sehingga dituntut
untuk responsif terhadap dinamika pasar dan
kebutuhan masyarakat. Permasalahan yang
dihadapi antara lain birokrasi yang kaku dan
lambat, kurangnya kolaborasi lintas fungsi,
pemanfaatan teknologi digital yangbelum optimal,
serta sumber daya manusia yang belum terbiasa
dengan pola kerja Agile. Kondisi ini menunjukkan
adanya kesenjangan antara kondisi eksisting OPD
dengan tuntutan tata kelola yanglebih dinamis dan
responsif. Agile adalah pendekatan dalam
manajemen dan pengembangan yang menekankan
fleksibilitas, kolaborasi, serta responsivitas
terthadap perubahan [3]. Agile Governance
menawarkan fleksibilitas dalam pengambilan
keputusan, dengan merombak struktur birokrasi
yang hierarkis menjadilebih dinamis. Pendekatan
ini sudah diadopsi oleh berbagai negara maju
seperti Amerika Serikat, yang mulai menerapkan
metode Lean- Agile sejak 2012 untuk proyek
teknologi pemerintahan [2]. Dilndonesia, reformasi
birokrasi sudah menjadi prioritas pemerintah,
namun penerapannya masih mengalami berbagai
hambatan. Menurut Global Competitive Index yang
dirilis oleh World Economic Forum 2022, Indonesia
berada di peringkat 44, masih tertinggal dari
negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand dan
Malaysia.Hal ini mengindikasikan bahwa efisiensi
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dan daya saing birokrasi Indonesia masih perlu
ditingkatkan [4].

Transformasimenuju pemerintahanyang gesit
sangat krusial dalam menghadapi tantangan di era
digital dan revolusi 4.0. Struktur birokrasi
Indonesia yang masih kaku, prosedural, serta
sentralistis memperlambat pengambilan keputusan
dan pelaksanaan kebijakan [5]. Pendekatan Agile
Governance berpotensi untuk merombak sistem
yang ada, memungkinkan adanya kolaborasi yang
lebih kuat antar-instansi, serta mendorong inovasi
dalam pelayanan publik. Namun, tantangan dalam
penerapannya masih cukup besar, termasuk
resistensi terhadap perubahan budaya kerja, sistem
birokrasi yang masih paternalistis, serta
keterbatasan teknologi informasi dan komunikasi
[6]. Salah satu pendekatan yang dapat membantu
mengatasi tantangan tersebut adalah melali
ergonomi makro, yang berfokus pada integrasi
antara manusia, organisasi, dan teknologi dalm
sistem kerja yang optimal. Pendekatan ini
menawarkan metode yangefektif untuk merancang
sistem kerja yang lebih adaptif dan responsif,
terutama diorganisasipemerintahanyangkompleks
(71181

Dalam konteks Indonesia, penerapan Agile
Governance membutuhkansinergi antara perbaikan
tata kelola, perubahan mindset birokrasi, serta
adopsi teknologi yang mendukung kinerja
pemerintahan [9], [10]. Penyesuaian sistem kerja
dan struktur organisasi yang lebih sederhana akan
mempercepat proses pengambilan keputusan, serta
memastikan keberlanjutan reformasi birokrasi
menuju tata kelola pemerintahan yang lebih gesit,
adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Pendekatan ergonomi makro telah
menunjukkan keberhasilan di luar organisasi
pemerintah, seperti yang ditunjukkan oleh
Mokarami, dkk. [8] yang menerapkan sistem kerja
sosioteknik untuk mengembangkan instrumen
penilaian keselamatan di industri kilang gas. Selain
itu, Pradini, dkk. [11] menemukan bahwa
pendekatan ini meningkatkan produktivitas di UD
Majid Jaya, dan Yassierli [12] melaporkan
penurunan risiko nyeri punggung bawah di industri
pertambangan batu bara. Murphy, dkk.. [13]
menegaskan bahwa pendekatan sosioteknik dapat
meningkatkan iklim keselamatan di industri truk,
sementara Azadeh, dkk. [14] menunjukkan bahwa
optimalisasi rantaipasok diunit transmisi gas dapat
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mengurangi biaya operasi. Anis, dkk. [15]
menyoroti penggunaan ergonomi makro dalam
mengidentifikasi masalah di lantai produksi di
Kampoeng Batik Laweyan, yang menyarankan
implementasi SR sebagai solusinya. Meskipun
demikian, penerapan prinsip ergonomi makmo
dalam konteks pemerintah daerah belum banyak
dieksplorasi. Studi sebelumnya telah membahas
penerapan Agile Governance dalam reformasi
birokrasi, pelayanan publik, dan respons terhadap

perubahan dinamis di sektor pemerintahan.
Amantha (2024) [16] menunjukkan bahwa
implementasi Agile Governance pasca-

penyederhanaan birokrasi di Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung meningkatkan efisiensi layanan
publik. Di sisi lain, penelitian tentang ergonomi
makro menunjukkan efektivitasnya dalam
meningkatkan  kinerja  organisasi  melalui
pendekatan sistemis [17]. Namun, penelitian yang
mengintegrasikan Agile Governance dengan
ergonomi makro, khususnya dalam konteks
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), masih
terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan
untuk merancang strategi implementasi Agile
Governance pada Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) berdasarkan prinsip ergonomi makro.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat
provinsi, dengan fokus pada Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. OPD ini
berperan dalam perumusan dan pelaksanaan
kebijakan industri serta perdagangan di tingkat
daerah. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian
menganalisis kondisi terkini implementasi Agile
Governance, mengidentifikasi aspek kinerja yang
perlu  ditingkatkan, serta menetapkan Key
Performance Indicators (KPI) yang relevan guna
mengukur keberhasilannya.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini terdiri dari pendekatan
dan teknik yangdigunakandalam pengambilan data
serta penjabaran metode yang digunakan dalm
pengolahan dan analisis data guna mendukung
pemecahan masalah. Tahapan penelitian diawali
dengan studi pendahuluan, yang mencakup studi
literatur tentang Agile Governance dan ergonomi
makro serta studi lapangan melalui observasi dan
wawancara dengan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) di tingkat provinsi, dengan fokus pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera
Barat. Selanjutnya, dilakukan penetapan aspek
kinerja dengan menentukan indikator Agile
Governance berdasarkan referensi akademik dan
validasi menggunakan Content Validity Index
(CVI). Tahap berikutnya adalah pengumpulandata,
yang mencakup data organisasi, sumber daya
manusia, sarana prasarana, dan regulasi. Selain itu,
dilakukan penyebaran kuesioner untuk mengukur
tingkat penerapan Agile Governance, serta analisis
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Macroergonomic Analysis and Design (MEAD)
guna memahami faktor sistemik dalam OPD. Data
yang diperoleh kemudian dianalisis pada tahap
pengolahan dan analisis data, dengan pengujian
normalitas, validitas dan reliabilitas kuesioner
menggunakan SPSS serta evaluasi kinerja
menggunakan Importance Performance Analysis
(IPA). Berdasarkan hasil analisis, dilakukan
perancangan strategi, yang mencakup penyusunan
strategi  implementasi  Agile = Governance
berdasarkan hasil Kuadran I metode IPA serta
penentuan Key Performance Indicators (KPI)
menggunakan pendekatan Specific, Measurable,
Achievable, Relevant, dan Time-bound (SMART).
Tahapan penelitian diakhiridengan kesimpulan dan
rekomendasi, yang merangkum hasil analisis dan
strategi yang dirancang untuk meningkatkan
penerapan Agile Governance di OPD. Flowchart
penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

Y
Studi Pendahuluan
1. Srudi literatur: Teori Agile Govermence & crgonomi
makro
2. Studi lapangan: Observasi & wawancara Organisasi
Perangkat Dacrah di Dinas Perindusirian dan Perdagangan
Provinsi Sumatera Barat

Penctapan Av.\pcl‘ Kincrja
1. Menentukan indikator hinerja dgile Governunce
berdasarkan referen 1. buku, dan prosiding terkai
2, Agile Govemance, layanan publik, dan ergonomi makro
Validasi aspek kinerja menggunakan Content Validity
Index (CVI)

Pengum pulan Data
1. Pengumpulan data organisasi, SDM, sarana prasarana,
dan regulasi
2. Pengumpulan data kuisioner untuk mengukur penerapan
Agile Governance
3. Analisis MEAD unlu
orD

or sistemik dalam

Pengolahan dan Analisis

|

| Pengolahan Data

|| |1 Ui normalitas, valiitas dan reliabilits kuisioner
dengan SPSS

| | 2. Evaluasi kinerja menggunakan Jmportunce Performance

| |mtsis (tpa)

I

|

I

|

|

Ferancangan Strategi

1. Penyusunan strategi implementasi Agile Governance
berbasis hasil analisis Kuadran | mctode IPA

2. Penentuan Key Performance Indicators

(KPT) berdasarkan pendekatan SMART

Analisis hasil akhir dan strategi vang di rancang

Gambar 1. Flowchart penelitian

‘ Kesimpulan ‘

Penetapan aspek kinerja implementasi Agile
Governance, dilakukan pengumpulan data melalu
studi literatur. Data diperoleh dari berbagai
referensi jurnal, buku, dan prosiding terkait Agile
Governance, layanan publik, dan ergonomi makro.
Hasil studi literatur ini kemudian digunakan untuk
menyusun aspek kinerja yang relevan dan valid
guna mengukur kinerja OPD secara akurat. Aspek
kinerja yang telah dikumpulkan dapat dilihat pada
Tabel I sampaiTabel V.



TABEL I
ASPEK MANUSIA IMPLEMENTASI AGILE GOVERNANCE
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Kode Aspek Kinerja

Proses Rekrutmen dan Seleksi Karyawan
M1

[18]
M2 Pengembangan Karier dan Pelatihan [19]
M3 Pendidikan Karyawan [20]
M4 Kesejahteraan Karyawan [21]
M5 Keterampilan Komunikasi [22]
Mé Keterampilan Empati [23]

Keseimbangan Kerja dan Kehidupan Pribadi
M7

[24]
MS Keterampilan Adaptasi (Adaptabilitas) [25]

TABEL II
ASPEK ORGANISASI IMPLEMENTASI A GILE GOVERNANCE
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Kode Aspek Kinerja
Ol | Transparansi[26]
02 | Akuntabilitas [26]
03 | Fleksibilitas [27]
04 | Struktur Organisasi [28]
05 | Penyederhanaan Birokrasi [29]
06 Kesesuaian Jabatan dengan Kompetensi dan
Aturan yang Berlaku [30]
07 | Kepemimpinan [31]
08 | Pemberdayaan Tim dan Karyawan [32]

TABEL III
ASPEK ALATDAN TEKNOLOGI IMPLEMENTASI AGILE
GOVERNANCE PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

(OPD)
Kode Aspek Kinerja
Al | Teknologi Informasi [33]
A2 Pengambilan Keputusan Berbasis Data [34]
A3 Keterbukaan informasi bagi Pihak Ekternal [35]
A4 | Kelengkapan sarana dan peralatan kerja [36]
A5 Digital Governance/Elektronic Governance [37]

TABEL Iv
ASPEK TUGAS IMPLEMENTASI AGILE GOVERNANCE PADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Kode Aspek Kinerja
Pelaksanaan Tugas sesuai Prosedur Kerja (SOP)|
T1 [38]
T2 | Pemantauan Kinerja [39]
T3 | Efisiensi anggaran [40]
T4 | Pemilihan Program dan Kegiatan [41]
T5 | Pengelolaan Risiko [42]
Te | Kualitas Produk atau Layanan [43]
T7 | Jam Kerja[44]
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Kode Aspek Kinerja
T8 Penghargaan dan Hukuman (Panjaitan, M., 2018).

TABEL V
ASPEK TUGAS IMPLEMENTA SI AGILE GOVERNANCE PADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Kode Aspek Kinerja

L1 Partisipasi Masyarakat [45]

L2 Respons Terhadap Kondisi Lokal [46]

L3 Keterlibatan Pemangku Kepentingan [47]
Penanganan  keluhan pelanggan atayl

L4
konsumen [48]

L5 Keadilan Sosial

L6 Desain tempat kerja yang ergonomis [49]

Aspek kinerja yang terkumpul selanjutnya
divalidasi menggunakan metode Content Validity
Index (CVI) agar dapat digunakan dalam analisis
lebih lanjut dan merancang strategi peningkatan
kinerja. Rekapitulasi hasil validasi dapat dilihat

pada Tabel VI.
TABEL VI
EVALUASI VALIDITAS KONTEN INSTRUMEN

Validasi Nilai

Sum of I-

cvl 33

S-CVI/Ave 1

Sum of UA 35

S-CVI/UA 1

Kategori Diterimal
Perhitungan  CVI  dilakukan  dengan

mengonversi skor menjadinilai dikotomi (0 dan 1),
lalu menghitung i-CVI untuk setiap item dans-CVI
sebagai rata-rata dari seluruh i-CVI. Hasil analisis
menunjukkan bahwa seluruh aspek kinerja
memiliki nilai i-CVI sebesar 1, yang berarti ada
kesepakatan penuh dari para ahli mengenai
relevansi setiap item. Nilai s-CVI/Ave dan s-
CVI/UA juga sebesar 1, menandakan bahwa
instrumen ini memiliki validitas konten yangsangat
kuat dan dapat digunakan secara andal menjadi
kuesioner dalam penelitian.

I1I. HASIL PENELITIAN

A. Penentuan Sistem dan Target Kinerja

Penelitian ini berfokus pada layanan publik di
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera
Barat, dengan tujuan meningkatkan efisiensi,
responsivitas, dan kualitas pelayanan. Kinerja
layanan diukur menggunakan kerangka ergonomi
makro, yang melibatkan lima faktor utama:
manusia, organisasi, alat dan teknologi, tugas, serta
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lingkungan. Penetapan aspek kinerja dilakukan
melalui studi literatur dari jurnal, buku, dan
prosiding terkait Agile Governance,layanan publik,
dan ergonomi makro. Aspek kinerja yangdiperoleh
kemudian divalidasimenggunakan Content Validity
Index (CVI) untuk memastikan relevansi dan
validitasnya. Hasil validasi ini menjadi dasarbagi
analisis kinerja serta  perumusan strategi
peningkatan layanan di OPD tersebut.

B. Identifikasi Unit Operasi dan Proses Kerja

Tahapan identifikasi unit operasi dan proses
kerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sumatera Barat meliputipemetaan struktur
organisasi, seperti peran Kepala Dinas, Sekretaris,
Kepala Bidang, dan UPTD dalam menjalankan
tugas spesifik. Proses kerja utama mencakup
perumusan kebijakan, pelayanan publik, pembinaan
IKM, dan evaluasi kinerja. Selain itu, analisis
penerapan Agile  Governance  memastkan
fleksibilitas dan responsivitas layanan.
Inventarisasi fasilitas seperti kantor, laboratorum
UPTD, peralatan, dan aplikasi digital mendukung
kelancaran operasional dan peningkatan kualitas
layanan publik.

C. Identifikasi dan Pemetaan Prioritas Aspek
Kinerja
Data yang diperoleh dari responden telah
melalui serangkaian uji statistik, termasuk uji
normalitas, validitas, dan reliabilitas, sebelum
melanjutkan ke tahap pengolahan data. Hasil uji
normalitas dapat dilhat pada Tabel VII dan
Gambar 2.

TABEL VII
HASIL UIINORMALITAS
. Kolmogorov-Smirnova
Kriteria Statistic | _df Sig.
Rata-rata Kinerja .079 92 .200*
Rata-rata Kepentingan .062 92 .200*

Histogram

Frequency

T T T T
200 300 400 500
Rata-Rata Kinerja

Gambar 2. Histogram Rata-rata kinerja

Uji normalitas menggunakanujiKolmogorov-
Smirnov (K-S) menunjukkan nilai Sig. sebesar 0,2
untuk rata-rata Kinerja dan rata-rata Kepentingan,
yanglebih besar dari 0,05, mengindikasikan bahwa
data terdistribusi normal. Selanjutnya, uji validitas
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dengan metode Pearson Product Moment
Correlation menggunakan SPSS menunjukkan
bahwa semua 35 butir kuesioner valid, dengan R
hitung yang lebih besar dari R tabel (0,205),
sehingga kuesioner dapatdiandalkan untuk analisis
lebih lanjut.

Kemudian, Tabel VIII wuji reliabilitas
menunjukkan koefisien reliabilitas untuk kuesioner
keduanya jauh diatas nilai batas Cronbach Alpha
(CA) 0,7, yang menunjukkan tingkat reliabilitas
yangsangatbaik. Dengan hasil-hasil ini, kuesioner
dinyatakan valid, andal, dan siap untuk digunakan
dalam analisis lebih lanjut.

TABEL VIII
HASIL UJI RELIABILITAS
. Koefisien
Kuesioner Reliabilitas CA | Keterangan
Kinerja 0,968 0,7 Reliabel
Kepentingan 0,980 0.7 Reliabel

Tahap selanjutnya adalah identifikasi tingkat
kesesuaian antara kondisi saat ini dan kepentingan
terkait implementasi Agile Governance, yang
diukur melalui Tingkat Kepuasan (TKI). TKI
dihitung sebagai persentase dari rata-rata kinernja
dibandingkan dengan rata-rata kepentingan,
mencerminkan sejauh mana kinerja suatu aspek
memenuhi ekspektasi [50]. Contoh perhitungan
untuk aspek kinerja M1.

TKI M1 =322 x 100% = 89,58%
4,174

Hasil rekapitulasi perhitungan TKI untuk
masing-masing aspek kinerja ditampilkan dalam
Tabel IX Dari analisis ini, terlihat bahwa rata-rata
TKI keseluruhan adalah 84,98%, menunjukkan
bahwa secara umum, kinerja aspek yang diukur
memiliki tingkat kepuasan yang baik, meskipun
terdapat beberapa aspek yang perlu perhatian lebth
lanjut untuk meningkatkan kesesuaian antara

harapan dan realitas.

TABEL IX REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT
KEPUASAN (TKI)

Rata2
l?ilslle:f';{a Ke[i?ltt?lfgan Kondisi GAP Tki
Sekarang
M1 4,174 3,739 -0,435] 89,58%
M2 4,109 3,141 -0,967| 76,46%
M3 3,946 3,522 -0,424| 89,26%
M4 4,130 3,446 -0,685] 83,42%
M5 4,076 3,283 -0,793] 80,53%
M6 4,000 3,315 -0,685] 82,88%
M7 3,967 3,413 -0,554] 86,03%
M8 4,033 3,500 -0,533] 86,79%
0Ol 4,098 3,293 -0,804| 80,37%
02 4,152 3,598 -0,554| 86,65%
03 3,978 3,522 -0,457] 88.,52%
04 3.989 3.587 -0,402| 89.92%




Rata2
Iglsll:;;(a Ke[iitt?lfgan Kondisi GAP Tki
Sekarang
05 3,880 3,457 -0,424| 89,08%
06 4,130 3,337 -0,793| 80,79%
o7 4,250 3,522 -0,728| 82,86%
08 4,022 3,293 -0,728| 81,89%
Al 4,207 3,543 -0,663| 84,24%
A2 4,087 3,446 -0,641( 84,31%
A3 3,989 3,620 -0,370( 90,74%
A4 4,130 3,337 -0,793| 80,79%
A5 4,033 3,391 -0,641| 84,10%
Tl 4,283 3,565 -0,717] 83,25%
T2 4,228 3,533 -0,696( 83,55%
T3 4,043 3,489 -0,554| 86,29%
T4 4,141 3,500 -0,641| 84,51%
TS 4,130 3,304 -0,826| 80,00%
T6 4,217 3,609 -0,609( 85,57%
T7 4,152 3,772 -0,380[ 90,84%
T8 3,946 3,196 -0,750( 80,99%
L1 3,848 3,424 -0,424| 88,98%
L2 3,880 3,489 -0,391| 89.92%
L3 4,022 3,511 -0,511| 87,30%
L4 4,163 3,565 -0,598| 85,64%
L5 4,065 3,478 -0,587| 85,56%
L6 3,989 3,304 -0,685| 82,83%
Rata-raf] 4,071 3,458 -0,613| 84,98%

Kemudian proses selanjutnya melakukan
pemetaan Importance-Performance Analysis (IPA),
yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja
berbagai aspek implementasi Agile Governance
pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
berdasarkan tingkat kepentingannya menurt
responden. Pemetaan ini membagi aspek-aspek ke
dalam empat kuadran yang disajikan pada Gambar
berikut

Diagram Cartesius Importance-Performance Analysis (IPA)

97 Kuadran I (Concentrate Here) Kuadran Il (Keep up the Good Work)
m
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Kondisi Saat ini
Gambar 3. Diagram pemetaan importance performance analysis

Kuadran I (Concentrate Here)
mengidentifikasi area dengan kepentingan tinggi
tetapikinerja rendah, seperti Pengembangan Karir
dan Transparansi, yang memerlukan perhatian dan
perbaikan segera untuk memenuhi hampan
pemangku kepentingan. Di Kuadran I (Keep Up
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the Good Work), aspek seperti Kepemimpinan dan
Pelaksanaan Tugas menunjukkan kinerja yang
memuaskan, sehingga penting untuk
mempertahankan dan mengembangkan praktik bak
ini. Kuadran I (Low Priority) menunjukkan aspek-
aspek dengan kinerja dan kepentingan rendah yang
tidak memerlukan perhatian mendesak, sementara
Kuadran IV (Possible Overkill) mengungkapkan
area dengan kinerja tinggi tetapikurang dianggap
penting, seperti Efisiensi Anggaran, yang dapat
mengarah pada pengalokasian sumber daya yang
tidak efisien. Secara keseluruhan, analisis ini
memberikan wawasan yang berharga bagi
organisasi untuk mengoptimalkan kinerja dengan
memprioritaskan perbaikan diarea yang kritis dan
mempertahankan standar diarea yang sudah baik.

Kaitan antara hasilyangdiperoleh dan konsep
dasar dapat dilihat dari keselarasan temuan dengan
hipotesis bahwa perbaikan dalam aspek-aspek
tertentu dapat meningkatkan kinerja keseluruhan
organisasi. Penelitian ini sejalan dengan studi
sebelumnya yangmenunjukkanbahwa peningkatan
transparansi dan manajemen risiko berkontribusi
pada kepercayaan publik [51]. Implikasi teoretis
dari penelitian ini mencakup pemahaman lebih
dalam mengenai pentingnya penyesuaian strategi
manajerial berdasarkan analisis kinerja, sementara
implikasi praktisnya terletak pada penetapan
prioritas perbaikan yang jelas untuk meningkatkan
kepuasan pemangku kepentingan. Hasil penelitian
ini menunjukkan kecenderungan bahwa aspek-
aspek yang dinilai penting tetapi berkinerja rendah
sering kali disebabkan oleh kurangnya sumber daya
atau perhatian yangtidak memadaidarimanajemen
mengarah pada tindakan yang lebih terfokus dan
efektif.

D. Perancangan Strategi Implementasi Agile
Governance pada Organisasi Perangkat
Daerah (OPD)

Importance Performance Analysis (IPA)
digunakan untuk merancang strategi dengan
mengidentifikasi area prioritas yang memerlukan
peningkatan kinerja berdasarkan pentingnya suatu
atribut dan performanya. Hasil IPA membantu
fokus pada Kuadran I (Concentrate Here), yaitu
area pentingyangkinerjanya masih rendah. Strategi
yang dapat diterapkan di antaranya mencakup
pelatihan karyawan, perbaikan proses operasional,
dan peningkatan layanan pelanggan.

Dalam perancangan strategi implementasi
Agile Governance, telah dilakukan diskusi dan
konsultasi dengan pimpinan OPD Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera
Barat, staf teknis, serta perwakilan pegawai untuk
memastikan strategi yang dirancang sesuai dengan
kebutuhan organisasidan kondisikerja di lapangan.
Melalui diskusi ini, berbagai perspektif dari
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pemangku kepentingan dipertimbangkan, sehingga
solusi yang dihasilkan lebih komprehensif dan
aplikatif. Pimpinan OPD Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. memiliki
kewenangan utama dalam menetapkan kebijakan

serta

mengalokasikan sumber

daya, dengan

dukungan daritim manajemen dan stafoperasional
Strategi yangdirancangdapat dilihat pada Tabel X.

TABEL X

PERANCANGAN STRATEGI

Aspek

Strategi

Pengembangan
Karier dan
Pelatihan

Meningkatkan partisipasi pelatihan
pegawai dengan program pelatihan yang
relevan.

Mengembangkan modul pelatihan online
untuk  memudahkan akses  dan
fleksibilitas waktu bagi pegawai.

Melakukan evaluasi berkala terhadap
kepuasan pelatihan dan menyesuaikan
materi untuk peningkatan kualitas.

Menyediakan jalur karir yang jelas agar
pegawai dapat melihat peluang
pengembangan diri.

Pengelolaan
Risiko

Mengimplementasikan sistem
manajemen risiko yang terintegrasi untuk
identifikasi dan mitigasi risiko sejak
tahap perencanaan kegiatan.

Menyelenggarakan workshop pelatihan
manajemenrisiko bagi tim kegiatan agar
lebih siap menghadapi potensi risiko.

Melakukan audit risiko secara berkala
untuk memastikan bahwa risiko yang
diidentifikasi ditangani sesuai prosedur.

Transparansi

Membangun platform digital untuk
penyimpanan dan akses dokumen
penting guna meningkatkan transparansi
dan aksesibilitas.

Mengadakan sesi komunikasi rutin untuk
memperbarui pegawai tentang proses
internal dan status kegiatan.

Menyusun kebijakan audit internal yang
memastikan keterbukaan dan
akuntabilitas dalam setiap proses.

Kesesuaian
Jabatan dengan
Kompetensi dan
Aturan yang
Berlaku

Menggunakan tools penilaian
kompetensi untuk memastikan
kesesuaian antara  jabatan  dan
kompetensi pegawai.

Mengembangkan program pelatihan
yang fokus pada pengembangn
keterampilan sesuai dengan kebutuhan
jabatan.

Memastikan setiap jabatan sesuai dengan
peraturan dan standar yang berlaku
melalui audit reguler.

Kelengkapan
Sarana dan
Peralatan Kerja

Membuat rencana pemeliharaan rutin
untuk menjaga kondisi saranakerja tetap
dalam kondisi layak.

Mengadakan pengadaan sarana kerja
secara berkala berdasarkan kebutuhan
operasional untuk memastikan
ketersediaan.

Melakukan evaluasi terhadap kondisi
peralatan kerja untuk menentukan
kebutuhan penggantian atau perbaikan.

Kesejahteraan
Karyawan

Mengembangkan program kesejahteraan
seperti  konseling, olahraga, dan
kesehatan untuk meningkatkan kepuasan
kerja.
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Aspek Strategi

Menyusun kebijakan pemberian reward
berdasarkan pencapaian kinerja untuk
meningkatkan motivasi pegawai.

Meningkatkan fasilitas kerja seperti area
istirahat, ruang kerja yang nyaman, dan
akses ke teknologi terkini untuk
mendukung produktivitas.

E. Penentuan Key Performance Indicator (KPI)
pada rancangan strategi Implementasi Agile

Governance pada Organisasi Perangkat
Daerah (OPD)

Langkah selanjutnya setelah merumuskan
strategi adalah merancang Key Performance
Indicators (KPI) untuk mengukur efektivitas
strategi dan memastikan inisiatif menghasilkan
dampak positif. KPI disusun menggunakan
pendekatan SMART, vyaitu: Specific (jelas),
Measurable (terukur), Achievable (dapat dicapai),
Relevant (sesuai fungsi), dan Time-bound (terbatas
waktu). Contoh penentuan KPI dengan metode
SMART disajikan pada Tabel XI.

TABEL XI
PENENTUAN KPI DENGAN METODE SMART

Aspek Detail
Meningkatkan partisipasi  pelatihan
Strategi pegawai dengan program pelatihan yang
relevan.
Persentase pegawai yang mengikuti
KPI .
pelatihan.
Specific Menn}gkqtkan persentase pegawai yang
mengikuti program pelatihan
Persentase pegawai yang mengikuti
Measurable | pelatihan dari jumlah total pegawai,
§ dengan target mencapai 80% atau lebih
2 Memperkenalkan pelatihan wajib bagi
& Achievable | pegawai dengan dukungan dar
Z manajemen dan pemberian insentif
;;; Pelatihan pegawai sangat penting untuk
= | Relevant pengembangan kompetensi dan
meningkatkan kinerja organisasi
Time- . .
bound Target dicapai dalam 12 bulan
— - - —
Target Mlnlmal 80% pegawai mengikuti
pelatihan.
TABEL XII
STRATEGI DAN KPI
Strategi KPI
Meningkatkan partisipasi pelathan | Persentase pegawai
pegawai dengan program pelathan | yang mengikuti
yang relevan. pelatihan.
Mengembangkan modul pelatihan | Jumlah modul

online untuk memudahkan akses dan
fleksibilitas waktu bagi pegawai.

pelatihan online yang
diakses pegawai.

Melakukan  evaluasi  berkala | Skor rata-rata
terhadap kepuasan pelatihan dan | kepuasan pegawai
menyesuaikan ~ materi untuk | terhadap progam
peningkatan kualitas. pelatihan.




Strategi KPI
Menyediakan jalur karier yang jelas | Persentase pegawai
agar pegawai dapat melihat peluang | yang memahami

pengembangan diri.

jalur karier mereka.

Mengimplementasikan sistem
manajemen risiko yang terintegrasi

Jumlah risiko yang
teridentifikasi pada

untuk identifikasi dan mitigasi risko | setiap tahap kegiatan
sejak tahap perencanaan kegiatan

Menyelenggarakan workshop | Persentase tim
pelatihan manajemenrisikobagi tim | proyek yang

kegiatan agar lebih siap menghadapi
potensi risiko.

mengikuti workshop
manajemen risiko.

Melakukan audit risiko secara
berkala untuk memastikan bahwa
risiko yang diidentifikasi ditangani
sesuai prosedur.

Persentase  risiko
yang dikelola sesuai
prosedur setelah
audit.

Membangun platform digital untuk
penyimpanan dan akses dokumen

Persentase dokumen
yang dapat diakses

penting  guna meningkatkan | oleh karyawan
transparansi dan aksesibilitas. melalui  platform
digital.
Mengadakan sesi komunikasi rutin | Frekuensi sesi
untuk memperbarui pegawai tentang [ komunikasi  rutin
proses internal dan status tahap | yang dilakukan.

kegiatan

Menyusun kebijakan audit internal
yang memastikan keterbukaan dan
akuntabilitas dalam setiap proses.

Jumlah proses yang
diaudit setiap tahun.

Menggunakan tools  penilaian
kompetensi untuk memastkan
kesesuaian antara jabatan dan
kompetensi pegawai.

Persentase karyawan
yang dinilai
menggunakan tools
penilaian
kompetensi.

Mengembangkan program pelathan
yang fokus pada pengembangan
keterampilan  sesuai  dengan
kebutuhan jabatan.

Jumlah  pelatihan
yang sesuai dengan
kebutuhan jabatan.

Memastikan setiap jabatan sesuai
dengan peraturan dan standar yang
berlaku melalui audit reguler.

Persentase jabatan
yang sesuai dengan
regulasi setelah
audit.

Membuat rencana pemeliharaan
rutin untuk menjaga kondisi sarana
kerja tetap dalam kondisi layak.

Persentase peralatan
kerja yang dalam
kondisi baik.

Mengadakan pengadaan saranakerja

Persentase peralatan

secara berkala berdasarkan | yang sesuai dengan
kebutuhan  operasional untuk | kebutuhan
memastikan ketersediaan. operasional.
Melakukan evaluasi terhadap | Jumlah  peralatan
kondisi peralatan kerja untuk | yang diganti atau
menentukan kebutuhan penggantian | diperbaiki.

atau perbaikan.

Mengembangkan progam
kesejahteraan seperti konseling
olahraga, dan kesehatan untuk
meningkatkan kepuasan kerja.

Persentase pegawai
yang berpartisipasi
dalam program
kesejahteraan.

Menyusun kebijakan pemberian

Persentase pegawai

reward berdasarkan pencapaian | yang menerima
kinerja  untuk  meningkatkan | reward berdasarkan
motivasi pegawai. kinerja.

Meningkatkan fasilitas kerja seperti | Skor kepuasan
area istirahat, ruang kerja yang | pegawai  terhadap

nyaman, dan akses ke teknolog
terkini untuk mendukung
produktivitas.

fasilitas kerja.

Pembahasan menunjukkan keterkaitan antara

hasil yang diperoleh dan konsep dasar tentang
pentingnya pengembangan sumber daya manusia
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dalam pemerintahan. Hasil penelitian ini sejalan
dengan studi lain yang menunjukkan bahwa
peningkatan kompetensi dan transparansi dalam
pemerintahan daerah dapat meningkatkan
kepercayaan masyarakat [S1]. Implikasi teoretis
dari hasil ini menunjukkan pentingnya kerangka
kerja yang terintegrasi dalam implementasi
kebijakan publik. Secara praktis, hasil ini
menyarankan agar pemerintah daerah fokus pada
pengembangan program pelatihan dan penguatan
sistem manajemen risiko sebagai prioritas utama
dalam perencanaan strategis. Kecenderungan hasil
penelitian ini muncul karena adanya pengakuan
yang meningkat terhadap pentingnya kompetensi
karyawan dalam menghadapi tantangan yang
kompleks di era pemerintahan modern. Program
pelatihan yang lebih terstruktur dan dukungan
manajemen berkontribusi pada keberhasilan ini.

Iv. PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang
mendalam mengenai penerapan Agile Governance
di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Sumatera Barat. Dengan menganalisis kinerja
melalui berbagai aspek kinerja yang telah
ditetapkan, penelitian ini  tidak  hanya
mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan
kenyataan, tetapijuga menyorotiaspek-aspek kunci
yang memerlukan perhatian lebih  untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan
publik. Hasil analisis menggunakan metode
Importance-Performance Analysis (IPA)
memberikan gambaran yang jelas tentang prioritas
perbaikan. Penempatanaspek-aspek dalam kuadran
yangberbeda menunjukkan dimana perhatian harus
difokuskan. Misalnya, aspek kepemimpinan (O7)
dan pelaksanaan tugas (T1) pada Gambar 3
menunjukkan kinerja yang baik, sehingga perlu
dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut.
Sebaliknya, aspek yang berada dalam kuadran
"Concentrate Here" pada Gambar 3 seperti
transparansi (O1) dan pengembangan karier (M2),
yang mendapat penilaian rendah meskipun
memiliki tingkat kepentingan yang tinggi.
Penelitian ini menegaskan perlunya tindakansegera
dalam hal peningkatan transparansi, di mana
platform digital untuk penyimpanan dan akses
dokumen pentingdapat menjadilangkah awalyang
strategis. Dengan demikian, informasiyangrelevan
dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat, yang
pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan
publik terhadap pemerintah daerah. \ Hasil
penelitian juga mencerminkan tren yang lebih luas
dalam sektor publik, di mana penerapan prinsip-
prinsip Agile sering kali terhambat oleh faktor-
faktor sosial dan budaya organisasi.
birokrasi yangada sering kali menghambat inisia tif

Struktur
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yang inovatif, yang menunjukkan perlunya
reformasi birokrasi agar lebih sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Oleh
karena itu, reformasi yang bersifat sistematis dan
menyeluruh sangat penting untuk menciptakan
lingkungan kerja yang mendukung inovasi dan
responsivitas. Implikasi praktis dari penelitian ini
menyarankan agar Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Sumatera Barat fokus pada
pengembangan sumber daya manusia melalui
pelatihan yang relevan dan penerapan sistem
manajemen risiko yang baik. Hal ini bertujuan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
memastikan bahwa karyawan memiliki kompetensi
yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan tugas
mereka. Penetapan Key Performance Indicators
(KPI) yang jelas dan terukur juga merupakan
langkah pentingdalam menilaikeberhasilan strategi
yang diimplementasikan. Secara keseluruhan,
penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan
yang sistematis dan terintegrasi dalam penerapan
Agile Governance. Dengan mengidentifikasi dan
mengatasi kesenjangan dalam kinerja, serta
menetapkan  prioritas yang jelas, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan dapat meningkatkan

layanan publik secara signifikan, yang pada
akhimya akan memberikan manfaat bagi
masyarakat luas. Penelitian ini menegaskan

pentingnya pendekatan berbasis data dalam Agile
Governance di sektor publik. Secara teoritis,
hasilnya dapat menjadi dasar bagi studi lanjutan
tentang adaptasi Agile dalam birokrasi. Secara
praktis, rekomendasi yang diberikan dapat
membantu instansi pemerintah merancang
kebijakan yang lebih adaptif, meningkatkan
transparansi, dan mengoptimalkan manajemen
SDM. Dengan begitu, penelitian ini tidak hanya
memetakan kondisi saat ini, tetapi juga
menawarkan solusi nyata untuk tata kelola yang
lebih fleksibel dan responsif.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan
Agile Governance di Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Sumatera Barat untuk
meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan kualitas
layanan publik. Hasil analisis menunjukkan adanya
kesenjangan antara harapan dan Kkenyataan,
terutama pada aspek  transparansi dan
penyederhanaan birokrasi. Penelitian ini menyoroti
strategi prioritas berdasarkananalisis Importance-
Performance Analysis (IPA) Kuadran I, yang
mencakup aspek dengan kepentingan tinggi tetapi
kinerja rendah. Untuk meningkatkan kompetensi
pegawali, diperlukan peningkatan program pelathan
dan pengembangan karier yang lebih relevan.
Manajemen risiko harus diperkuat melalui
implementasisistem yanglebih baik serta pelatihan
bagi tim terkait. Transparansi dalam organisasi
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dapat ditingkatkan melalui digitalisasi dokumen
dan sesi komunikasi rutin. Selain itu, kesesuaian
jabatan dengan kompetensi pegawai harus
dipastikan dengan penilaian yang lebih akurat.
Penyediaan sarana kerja yang memadai dan
program kesejahteraan juga perlu ditingkatkan
untuk mendukung produktivitas dan kepuasan
kerja. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan
efektivitas organisasi serta menciptakan birokrasi
yang lebih adaptif dan akuntabel.
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